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ABSTRAK

Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan adanya pengguna akun
jejaring sosial yang memposting informasi yang dapat menimbulkan rasa
kebencian dan permusuhan melalui facebook. Permasalahan ini adalah bagaimana
pengaturan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa
kebencian, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian, bagaimana upaya
mengatasi kasus penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian oleh
Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan oleh
masyarakat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang
menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan
permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder
dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah
data kualitatif.

Pengaturan tindak pidana penyebaran informasi yang dapat menimbulkan
kebencian adalah dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat dapat
menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam kejahatan, dapat menginsafi
bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya
kesalahan), mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan
yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian
adalah pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 28
ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yakni setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
indiviu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar
Golongan (SARA).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyebaran Informasi, Kebencian.
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ABSTRACT

Social media has recently been enlivened by users of social networking
accounts who post information that can cause feelings of hatred and hostility
through Facebook. The problems in this are how to regulate the crime of
spreading information that causes hatred, how to enforce the law against
perpetrators of criminal acts of spreading information that causes hatred, how to
overcome cases of spreading information that cause hatred by the Special
Criminal Directorate of the Regional Police of North Sumatra and by Public.

The research conducted is normative research, namely research that uses
statutory regulations as the basis for solving the problems raised. The data used is
secondary data and the data collection method used in this research is library
research. Analysis of the data used is qualitative data.

The regulation of criminal acts of disseminating information that can
cause hatred is that it can be requested if it has fulfilled the requirements to be
able to realize (understand) the meaning of its actions in crime, can realize that
its actions are considered inappropriate in society (there is an error), are able to
determine their intentions or intentions towards actions. what he did.

Based on the results of the study, it is understood that law enforcement
against perpetrators of criminal acts of spreading information that creates a
sense of hatred are perpetrators who have fulfilled the elements contained in
Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to
Law Number 11 of 2016. 2008 Regarding Information and Electronic
Transactions, namely every person, intentionally and without rights, disseminates
information aimed at causing feelings of hatred or hostility towards certain
individuals and/or groups based on ethnicity, religion, race and inter-group
(SARA).

Keywords: Law Enforcement, Information Dissemination, Hate.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tersebut termaktub di dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI Tahun 1945). Makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut
secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan
Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (rechstaat), bukan
berdasarkan kekuasaan (machtstaat). Indonesia menerima hukum menjadi
panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan
kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum
mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Salah satu yang harus dilakukan penegakan hukum menurut UUD NRI
Tahun 1945 adalah tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa
kebencian. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan
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mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak
terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi
di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan
munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti Google
atau Mozila Firefox dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para
pengguna media sosial diantaranya adalah Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp,
Instagram, dan banyak yang lainnya.

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di
dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri yaitu semakin mudahnya para
penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.
Penyalahgunaan yang terjadi dalam cyber space inilah yang dikemudian dikenal
dengan cyber crime.

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan
penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya
dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang
dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu produk ilmu pengetahuan dan
teknologi adalah teknologi informasi atau biasa dikenal dengan teknologi
telekomunikasi.

Perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan
teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi
dan hubungan sosial masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini
telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

Ujaran kebencian pada dasaranya adalah intimidasi dan pembatasan
terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial
yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. Ujaran
kebencian mengandung muatan pesan bahwa kelompok tertentu adalah warga
kelas rendah (sub-human) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak
berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara. Hal ini terutama menimpa
kelompok minoritas rentan ketika terus menerus diserang dengan ujaran
kebencian maka ruang sosial akan terbatas, partisipasi terhambat dan hampir bisa
dipastikan hak sebagai warga negara tidak dapat terpenuhi. Hate speech pada
dasarnya adalah anti-free speech karena ujaran kebencian menuntut pembatasan
terhadap keragaman ujaran atau pluralistic speech. Ujaran kebencian menghambat
terjadinya pertukaran gagasan secara bebas.

Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan
munculnya perubahan di bidang kemasyarakatan. Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi di Indonesia sampai dengan saat ini berkembang
dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan
dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat
yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem
komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah
(interaktif).

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada
saat ini yaitu ujaran kebencian (hate speech) yaitu perbuatan yang dapat berupa
tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
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yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak
menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Adanya media sosial ini merupakan salah satu wadah untuk melakukan
ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini yang merupakan bentuk ekspresi yang
dapat menjadi subjek larangan, dan termasuk perbuatan pidana. Ujaran kebencian
terlinat sedang terjadi belakangan ini. Berisi mengenai kalimat yang berupa
hasutan untuk membenci, atau tuduhan lain cenderung diskriminatif.

Maraknya penyebaran ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di media
sosial mengindikasikan kurangnya efek jera terhadap para pelaku penyebar ujaran
kebencian di media sosial. Pertanggungjawaban secara pidana terhadap pelaku
penyebar ujaran kebencian adalah sangat penting mengingat posisi pengguna
media yang sangat banyak di Indonesia dan sangat penting sebagai ujung tombak
untuk mengurangi penggunaan media sosial yang mengarah kepada perbuatan
pidana.

Terkait dengan hubungan teknologi informasi dan komunikasi dengan
hukum, teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi
dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Kedudukan hukum dalam ranah
telematika, jika ditelaah lebih jauh ternyata juga membawa implikasi bagi
perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi
(telematika) telah melahirkan bias-bias bagi lingkungan sekitarnya termasuk di
dalamnya masyarakat. Perubahan sosial yang timbul sebagai implikasi
berkembangnya ranah telematika haruslah menempatkan hukum sebagai sandaran
kerangka untuk mendukung usaha-usaha yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh di Kepolisian Daerah Sumatera Utara
diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 595 kasus dan pada tahun 2021
sebanya 377 kasus. Berdasarkan data tersebut ujaran kebenjian melalui media
sosial mengami penurunan. Tindakan ujaran kebencian ini bisa dilakukan
diberbagai media, bisa dalam bentuk ucapan atau tulisan yang di tulis di manapun,
termasuk salah satu nya di media sosial.

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap (perilaku)
seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi oleh
negara. Meskipun dunia siber ialah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk
mengatur sikap tindak masyarakat setidaknya karena dua hal. Pertama masyarakat
yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata;
masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama yang harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia virtual,
transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata,
baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Hukum pada dasarnya merupakan
batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggaran nya
dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam satu negara.

Bentuk-bentuk kejahatan semakin hari semakin bervariasi. Kejahatan itu
sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa
yang akan datang. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang
dapat menimbulkan kejahatan, perkembangan teknologi informasi di satu sisi
akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, di sisi lain dapat
menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius,
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seperti munculnya kejahatan baru berkaitan dengan hukum (cyberlaw). Ruang

lingkup cyberlaw telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia khususnya

dalam teknologi dan informasi. Cyberlaw sebagai suatu rezim hukum yang baru
akan lebih memudahkan untuk dipahami dengan mengetahui ruang lingkup
pengaturannya.

Kasus-kasus penyebaran informasi yang berujung pada pelaporan pidana
sering dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh para haters (pengikut jejaring
sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan
menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjtunya disebut UU ITE) dan KUHP.

UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) memiliki unsur penting yakni
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA) dan pasal ini merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran
kebencian di dunia maya di banding pasal-pasal pidana lainnya.

Meminimalisasikan terjadinya kekeliruan aparat penegak hukum dalam
menentukan ketentuan pidana yang berhubungan dalam penyalahgunaan teknologi
informasi dan dalam melindungi kepentingan masyarakat, serta dalam rangka
menciptakan keadilan dan juga untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat umum mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong ujaran
kebencian, permusuhan dan SARA serta pertanggungjawaban secara pidana
Permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran informasi yang
menimbulkan rasa kebencian ?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran
informasi yang menimbulkan rasa kebencian ?

3. Bagaimana upaya mengatasi kasus penyebaran informasi yang menimbulkan
rasa kebencian yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian
Daerah Sumatera Utara dan oleh masyarakat ?

B. Metode Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis
penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan
dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (law as it writeen in the
book) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law
as it is decided by the judge through judicial process) atau yang sering disebut
dengan penelitian doktinal.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis
normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan
yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach),
dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan
membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan
perundang-undangan dan sumber lain.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis,
maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan,
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menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan pertanggungjawaban
pidana dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa
kebencian dan permusuhan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-
undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu
yang Dbertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan
menganalisanya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-
peraturan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku
menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan
melalui facebook dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan
tersebut dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap pelakunya.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian
yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan
diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada,
sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam
pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data
primer dan data sekunder.

Data primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama digunakan
dalam penelitian dan sifatnya mengingat. Bahan-bahan hukum primer adalah
putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder
yang berarti bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dari primer seperti
buku-buku, Jurnal-jurnal huku, Disertasi, Tesis, artikel-artikel dari Internet.
Sedangkan bahan hukum Tersier seperti Kamus-kamus Hukum dan Ensiklopedia.
Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder
tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat
pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh pemerintah.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian
yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan
diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada,
sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam
pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data
primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta
dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh
dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu
studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier.

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah
proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori
dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian
disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui
pendekatan kualitatif.

Saiful Syam?!, Mukidi?, Didik Miroharjo®
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG
MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN

2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat
Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)



Page |86

Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022
Published : 5-05-2022, Page 80-101

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analsis data kualitatif
adalah upaya vyang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat
diceritakan pada orang lain.

Bahan hukum yang telah diperoleh akan di susun dan dianalisis secara
kualitatif, terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis,
dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif melihat suatu peraturan
perundang- undangan yang berlaku secara umum untuk dijadikan dasar hukum
untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan sengaja
menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.
C. Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan

Rasa Kebencian

Teknologi selain membawa keuntungan berupa dipermudahnya hidup
manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya
penjahat dalam melakukan kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh
yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-
aliran kriminologi yang memberatkan pada faktor manusia,baik secara lahir
maupun psikologis.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat
menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul
sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-
bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang
patut untuk diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang
belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal
jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentulah lebih
tua.

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,
tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan bahwa masyarakat
mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Banyak tentang faktor kejahatan
yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan
merupakan salah satu bentuk perkembangan perilaku manusia yang
perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.
“Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling
sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan
masyarakat”.

Begitu eratnya pengaruh perkembangan teknologi dengan kejahatan
terkadang membuat hukum seakan terpana melihat pesatnya perkembangan
tersebut. Sehingga terkadang hukum terlambat untuk mengimbangi perkembangan
teknologi. Dalam tindak pidana teknologi informasi ini juga, hukum seakan
sempat tertinggal dalam pesatnya kemajuan internet. Sehingga seperti telah
diuraikan di awal bab I dimana dunia internet atau dunia maya akan menjadi hutan
belantara yang tak bertuan bila terus dibiarkan tanpa hukum yang mengatur secara
khusus. Karena memang meskipun dunia tersebut virtual, tetap ada suatu
kehidupan di dalamnya yang sempat belum ada aturan yang mengatur di
dalamnya.
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Mulanya terdapat dua pendapat mengenai perlu tidaknya undang-undang
yang mengatur mengenai kejahatan teknologi informasi, diantaranya :

1. Kelompok pertama yang mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada
perundangan yang mengatur masalah cybercrime. Karena itu jika terjadi
tindakan kriminal di dunia cyber, sangat sulit bagi aparat hukum untuk
menjerat pelakunya. Pendapat ini diperkuat dengan banyaknya kasus
cybercrime yang tidak dapat dituntaskan oleh sistem peradilan. Persoalannya
berdasar pada sulitnya aparat mencari pasal-pasal yang dapat dipakai sebagai
landasan tuntutan di pengadilan.

2. Kelompok kedua adalah mereka yang beranggapan bahwa tidak ada
kekosongan hukum. Mereka yakin, walau belum ada perundangan yang
mengatur masalah tersebut, para penegak hukum dapat menggunakan
ketentuan hukum yang sudah ada. Untuk melaksanakannya diperlukan
keberanian hakim menggali Undang-Undang yang ada dan membuat
ketetapan hukum (yurisprudensi) sebagai landasan keputusan pengadilan.

UU ITE terdapat dua muatan besar yang diatur di dalamnya yaitu :

1. Pengaturan tentang transaksi elektronik

2. Pengaturan tentang tindak pidana teknologi informasi.

Materi tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan
internasional, yaitu Uncitral Model Law on Electronic Commerce, Uncitral Model
Law on Electronic Signature, Convention on Cybercrime, EU Directives on
Electronic Commerce, dan EU Directives on Electronic Signature. Ketentuan-
ketentuan tersebut adalah instrument internasional dan regional yang banyak
diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia.

Substansi pengaturan dalam tindak pidana teknologi informasi dalam UU
ITE mencakup hukum pidana materiil, yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan
yang termasuk Kkategori tindak pidana teknologi informasi. Pedoman yang
digunakan adalah Convention on Cybercrime. “Undang-undang ini juga memuat
hukum pidana formil yang khusus untuk menegakkan hukum pidana di bidang
teknologi informasi ini”.

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen,
diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar
berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada juga
yang berpendapat yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci,
diantaranya unsur subjektif dan objektif.

Sebagian besar pengaturan tindak pidana dalam UU ITE mengadopsi
ketentuan pidana dalam Convention on Cybercrime. Dalam bagian ini dijeleskan
mengenai perbuatan yang dilarang dan unsur-unsur pidana dalam setiap pasal
yang dimaksud. Sepanjang ketentuan dalam UU ITE terkait dengan Convention
on Cybercrime, akan dibahas juga dalam bagian yang dimaksud hubungan antara
pasal dalam UU ITE dengan ketentuan dalam Convention on Cybercrime.

Pada dasarnya pengaturan dari tindak pidana tersebut merupakan desakan
dari kebutuhan nasional dalam meluasnya berbagai bidang kejahatan. Meluasnya
berbagai bidang kejahatan tersebut sebagaimana dijelaskan di awal merupakan
imbas dari pesatnya perkembangan teknologi tanpa disertai pengembangan pola
pikir masyarakat. Sehingga pada pengaturan tindak pidana dalam undang-undang
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ini merupakan pengaturan khusus dari tindak pidana umum yang ada karena
memang pengaturan tindak pidana secara umum tersebut belum dapat menjangkau
modus operandi kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet.

Secara konsep tindak pidana teknologi informasi dapat dilihat secara
sempit maupun luas. Secara sempit tindak pidana teknologi informasi ini ialah
perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang ditujukan terhadap integritas,
ketersediaan, dan kerahasiaan data, termasuk terhadap sistem. Sedangkan dalam
arti luas tindak pidana ini merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan
menggunakan atau melalui sarana komputer sistem atau jaringan, termasuk tindak
pidana konvensional dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik. Akan
tetapi secara perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana teknologi informasi
diatur dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam BAB VII dan BAB XI. Hampir
semua ketentuan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE telah mengakomodir
substantive law dari Convention on Cybercrime.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi : setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ketentuan Pasal 27 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur tindak
pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal
282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau
pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau
pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam
Pasal 27 Undang-Undang Rl Nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya merupakan
reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menggabungkan
tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal
dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan
pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP.

Pasal 368 KUHP berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa
orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu
barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya
memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan,
dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Memaksa orang lain

b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk
kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang
atau menghapuskan piutang.

c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hak.

d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada orang,
sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak
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sendiri. Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan
menyerahkan barangnya sendiri.

Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi:
“yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak
berdaya lagi (lemah)”. Kekerasan di sini adalah menggunakan kekuatan jasmani
dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini
termasuk di dalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan
sebagainya.

Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman
kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku.
Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang
menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan
tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.

Pasal 369 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan
ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau
supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun”. “Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan
menista (afdreiging atau chantage)”. Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak
dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal 368 digunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan
menista dengan surat atau akan membuka rahasia.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menggabungkan
tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam satu ketentuan tetap
menimbulkan masalah karena kedua tindak pidana tersebut jenis deliknya
berbeda. Ketentuan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368
KUHP adalah delik biasa sedangkan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369
KUHP adalah delik aduan. Ketentuan Pasal 27 UU ITE mensyaratkan perbuatan
mendistribusikan, mentransformasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
konten yang dilarang tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.

Pasal 29 UU ITE menentukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Secara
pribadi yang dimaksud adalah orang perseorang (manusia atau natural person)
sehingga dengan demikian tidak termasuk korporasi. “Tindak pidana tersebut
hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila
sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang
dapat merasa takut adalah manusia.

D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran
Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian

Keberadaan suatu informasi dalam era informasi mempunyai banyak arti
dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan
suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual (diri sendiri)
maupun organisasional (kelompok tertentu), sehingga dapat dikatakan berfungsi
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sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu
informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi
yang sangat berkolerasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku
usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakn meluas dan
mendunia demi untuk memenangkan persaingan global. Pembenahan sarana dan
prasarana dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara untuk penyediaan
informasi bagi warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan
memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan
atas suatu informasi juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat
mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara lain.

Informasi adalah sumber yang utama, kita semua perlu memahami proses
pembatasannya. Hukum juga bertindak untuk membuat batasan pada dunia digital.
Informasi tidak dapat diraba (intangible), informasi dapat dibuat hanya dengan
disalin (dikopi) dan pergerakannya secara internasional dapat dilakukan oleh siapa
saja secara cepat dan mudah serta mampu mengatasi masalah waktu dan tempat.
Batas-batas wilayah atau negara dalam masyarakat informasi seakan-akan tidak
ada lagi. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu hal yang harus diatur,
terutama dalam menentukan yurisdiksi dalam penerapan hukum mana yang
berlaku. Informasi memang merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana
semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang
dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan
pendefenisiannya karena dalam prakteknya seringkali terjadi salah tafsir tentang
pembedaan antara data dan informasi.

Penyebaran penyebaran informasi yang dapat  menimbulkan rasa
kebencian dan permusuhan salah satunya adalah apa yang disebut dengan berita
bohong (hoax). Berita bohong (hoax) beberapa tahun terakhir menjadi suatu
fenomena yang sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia
karena, banyaknya berita-berita dan juga perkembangan teknologi internet serta
media elektronik untuk masyarakat mengakses informasi. Salah satu fenomena
yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita bohong (hoax) yang beredar
di media elektronik. Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas
Indonesia (UI), berpendapat bahwa berita bohong (hoax) merupakan manipulasi
berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau
pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun
kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan
menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat berita bohong (hoax) jika ia berhasil
menyebarluaskannya.

Secara harfiah, berita bohong (hoax) sendiri mempunyai arti dimana suatu
berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benar sehingga dapat
menggiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa berita bohong
(hoax) tersebut adalah benar adanya.

Berita bohong (hoax) menurut bahasa Inggris berarti tipuan, menipu, berita
bohong, berita palsu atau kabar burung atau merupakan ketidakbenaran suatu
informasi. Kata hoax jika dilakukan penelusuran dalam perundang-undangan tidak
akan ditemukan melainkan berita bohong yang dapat dikualifikasikan sebagai
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perbuatan pidana.

Berita bohong (hoax) dalam kamus hukum sendiri kata berita dapat
diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat,
kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers, sedangkan
kata bohong adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang
sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya
ini dengan kata lain adalah palsu (biasanya mengenai suatu permintaan).

Pengertian berita bohong (hoax) menurut Cambridge English Dictionary
adalah rencana untuk menipu seseorang sementara menurut Merriam-Webster
adalah trik atau siasat agar orang percaya atau menerima sesuatu sebagai yang asli
padahal palsu dan sering tidak masuk akal. Hoax dapat diartikan sebagai
informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, dengan tujuan agar orang
dapat mempercayai informasi tersebut.

Berita bohong (hoax), berasal dari kata hocus, yang memiliki arti
mengecoh atau menipu. Secara umum berita bohong (hoax) artinya adalah kabar
burung atau kabar bohong sebuah kabar atau cerita bohong yang sengaja dibuat,
seolah-olah kabar atau cerita tersebut benar adanya. Kata hoax popular bersamaan
dengan semakin populernya internet, dimana hoax ini biasanya memiliki dua
tujuan, pertama untuk sekedar lelucon dan beredar di kelompok terbatas, kedua
untuk tujuan jahat sengaja difabrikasi untuk menipu atau mengecoh. Berita
bohong (hoax) mendapat momen besar ketika media sosial menjadi sangat umum
dan berkembang di masa internet. Orang dengan mudah dan tanpa sadar mengirim
sebuah berita bohong (hoax) di media sosial, kemudian rekan-rekannya tersebut
mengirim ke rekan-rekannya yang lain, terus berantai seperti itu.

Penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan
permusuhan (hoax) adalah berita bohong yang sengaja dibuat dan disebar luaskan
untuk menimbulkan ketakutan atau kehebohan. Selain itu terdapat pula hoax yang
diciptakan untuk menipu publik. Hoax (berita bohong) ini jika sebelumnya
banyak disebar lewat SMS dan email, kini mulai berpindah ke pesan aplikasi
chatting seperti WhatsApp, tidak hanya melalui media sosial kini mulai berpindah
ke media elektronik yang tidak hanya berkirim pesan tetapi juga ada video. Meski
dari awal sudah terdengar mencurigakan kabar itu, masih banyak saja yang kerap
tertipu penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan
permusuhan (hoax) di dunia maya (internet). Ironisnya, walaupun terdengar
sepele, penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan
permusuhan (hoax) dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat
sebagai pengguna internet (nitizen).

Penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan
permusuhan (hoax) merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan
berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog. Menurut wikipedia,
penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan
(hoax) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk
mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa
berita tersebut adalah palsu. Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring
opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji
kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.
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Penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan
permusuhan (hoax) sebagai suatu tindak perbuatan maka dapat mengakibatkan
pelanggaran terhadap kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan hukum
kolektif (masyarakat atau negara).

E. Upaya Mengatasi Kasus Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan
Rasa Kebencian Yang Dilakukan Oleh Direktorat Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dan Oleh Masyarakat

Indonesia merupakan negara pengguna sosial media aktif terbesar.
Berdasarkan Laporan tahun 2016 ‘We Are Socio’, dari total 262 juta penduduk
Indonesia, sebanyak 132,7 juta penduduk adalah pengguna internet dan dari angka
tersebut 106 juta di antaranya merupakan pengguna sosial media aktif. Mayoritas
pengguna media sosial tersebut mengakses media sosial melalui telepon pintar
yang mereka miliki. Youtube menjadi media sosial yang paling banyak digunakan
diikuti dengan Facebook, Instagram, Twitter dan Google +. “Keberadaan media
sosial di Indonesia menjadi alat baru untuk menyampaikan kebebasan berekspresi
yang menjadi hak dasar dari warga negara yang dijamin oleh konstitusi”.

Hal yang menarik adalah tingginya angka pengguna media sosial di
Indonesia diikuti dengan tingginya jumlah laporan polisi terkait dengan
pelanggaran atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19
Tahun 2016.

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2019
tercatat sebanyak hanya 20 laporan dan tahun tahun 2020 mengalami peningkatan
sebanyak 35 laporan, akan tetapi pada tahun 2021 terjadi lonjakan tajam sebanyak
200 laporan. Dari angka tersebut laporan atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) UU
ITE tentang pencemaran nama baik menempati urutan pertama dengan sebanyak
141 laporan diikuti dengan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran
kebencian sebanyak 23 laporan. Media sosial Facebook mendominasi media
paling tinggi yang digunakan sebagai tempat terjadinya pelanggaran sebanyak
56,5% dan diikuti dengan twitter sebanyak 12,4%. Laporan atas pelanggaran Pasal
27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut terkait dengan pelanggaran
kebebasan berekspresi.

Terkait dengan maraknya laporan polisi tersebut, dalam konsep negara
demokrasi seperti Indonesia sensor atas kebebasan berekspresi merupakan hal
yang dilarang. Batasan kebebasan berekspresi adalah melalui undang-undang
terutama dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Dalam situasi
masyarakat Indonesia sekarang ini, instumen hukum pidana lebih diutamakan oleh
korban meskipun sifat dari hukum pidana adalah ultimum remidium. Tidak
mengherankan apabila seseorang atau kelompok masyarakar tidak senang dengan
pernyataan pihak lain yang disampaikan dalam media sosial, maka melaporkan ke
polisi menjadi hal yang lazim dilakukan untuk “menghukum” pernyataan pihak
lain tersebut. Banyak laporan yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi perkara
pidana kemudian diteruskan prosesnya sampai ke pengadilan dan divonis
bersalah. Memang jika dianalisis lebih lanjut laporan polisi banyak perkataan dari
pengguna media sosial yang dilaporan ke polisi karena pendapat yang merupakan
offensive speech yang kemudian dipandang sebagai suatu penghinaan ataupun
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ujaran kebencian. Akibatnya sebagaimana dikemukan oleh Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR) terjadi ketidakcermatan hakim dalam memutus perkara
tindak pidana atas dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU
ITE.

Penerapan hukum pidana dirasa kurang efektif untuk menyelesaikan
masalah kicauan di media sosial. Cara preventif diperlukan untuk mengatasi
masalah ini dan pihak Kepolisian telah menyadari hal tersebut. Surat Edaran
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SE/6/X/2015 tentang
Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tanggal 8 Oktober 2015 (SE Kapolri
No. SE/6/X/2015), pihak kepolisian harus mengutamakan cara preventif terlebih
dahulu untuk mengatasi permasalahan kicauan yang dipandang sebagai ujaran
kebencian sebelum upaya represif dilakukan dengan memproses dalam sistem
peradilan pidana.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 24 Tahun 2017
tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Meskipun
bukan suatu produk peraturan perundang-undangan dalam hukum positif
Indonesi, Fatwa MUI ini bertujuan agar umat muslim dapat lebih bijak dalam
menggunakan sosial media sebagai alat berkomunikasi. akan tetapi sebagai suatu
norma agama yang pada akhirnya dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi
masalah penggunaan sosial media di Indonesia.

Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana
ITE penyebaran ujaran kebencian berdasarkan atas SARA tidak selamanya
berjalan sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Ada beberapa kendala atau
penghambat ditemukan selama proses penanggulangan tindak pidana terutama
dalam tahap penindakan tindak pidana.

Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol. John Charles Edison Nababan
menjelaskan bahwa dalam penanggulangan tindak pidana terutama pada tahap
penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi dan transaksi
elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu
dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas SARA ada beberapa kendala yang
dialami antara lain:

1. Faktor internal
Salah satu kendala/ faktor penghambat Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara
dalam penanggulangan tindak pidana yaitu dalam hal personil. Di Subdit Siber
Ditreskrimsus hanya ada 15 anggota sedangkan kasus yang ditangani oleh
Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara ini sampai 2021 ada kurang
lebih 200 perkara. Hal ini menjadikan kendala bagi Ditreskrimsus dalam
menangani kasus ITE karena jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah
perkara yang ditangani.

2. Faktor eksternal
Untuk kendala yang berasal dari luar kepolisian (eksternal) tidak ada kendala
yang cukup serius, yang menjadi masalah apabila tersangka tidak bersikap
kooperatif dalam proses penyidikan, namun penyidik menganggap hal tersebut
sebagai tantangan dalam proses penyidikan tindak pidana.

Upaya penanggulangan ujaran kebencian, maka Polisi beserta jajarannya
selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif.
Saiful Syam?!, Mukidi?, Didik Miroharjo®
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI YANG
MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN

2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Direktorat
Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)



Page |94

Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022

Published : 5-05-2022, Page 80-101

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik
merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual
dalam tindak pidana pencurian oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak
bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur
sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem
peradilan pidana yakni melibatkan usnsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat
dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas
fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana
kejahatan pencurian yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya
sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya
dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi
ujaran kebencian sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana
penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana
yang non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan
sosial dalam rangka mengembangkan taunggung jawab sosial warga masyarakat;
penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan
sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku
tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli
dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya
dan sebagainya.

Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penyebaran informasi yang dapat menimbulkan
kebencian adalah dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat dapat
menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam kejahatan, dapat
menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan
masyarakat (adanya kesalahan), mampu untuk menentukan niat atau
kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi
yang menimbulkan rasa kebencian adalah pelaku yang telah memenuhi
unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni setiap
orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan indiviu
dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar
Golongan (SARA).

3. Solusi mengatasi kasus penyebaran informasi yang menimbulkan rasa
kebencian oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera
Utara dapat dilakukan dengan cara menggabungkan upaya dengan sarana
penal dan nonpenal. Hal itu tentu perlu dilakukan agar tujuan
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penanggulangan tindak pidana yang ideal, yakni yang benar-benar
melindungi kepentingan masyarakat dapat tercapai. Penegakan hukum
secara berangsur-angsur akan semakin efektif seiring dengan tumbuhnya
kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat terkait larangan ujaran
kebencian.
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